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    BUPATI LEMBATA 

     PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
 

 

     

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

NOMOR   6  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 
 

 

 
 

 
 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEMBATA,  
 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lembata; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang -Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Nomor  5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan   Kedua  Atas  Undang - Undang  Nomor  23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

 

 

           Dengan Persetujuan Bersama  

     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  

                           dan 

                 BUPATI LEMBATA 

 
                  MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA. 

 

 
                               BAB I 

                    KETENTUAN UMUM 

                              Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.   

3. Bupati adalah Bupati Lembata. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lembata. 

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lembata. 

9. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lembata. 

10. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lembata. 

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya 
disingkat UPTD dan UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
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12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah 
Unsur Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata. 

 

BAB II 

ASAS 

Pasal 2 

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan 
asas : 

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; 

c. efisiensi; 

d. efektivitas; 

e. pembagian habis tugas; 

f. rentang kendali;  

g. tata kerja yang jelas; dan 

h. fleksibilitas. 

 
BAB III 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 
sebagai berikut :  

a. sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe  A; 

b. sekretariat DPRD Kabupaten Lembata merupakan Sekretariat DPRD Tipe  
C; 

c. inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; 

d. Dinas Daerah, terdiri dari :  

1.     dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga T i p e  A ,  
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang  Pendidikan, dan 
urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 

2.     dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang  Kesehatan; 

3.     satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan 
Masyarakat dan sub urusan Kebakaran; 

4.    dinas Sosial dan Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa  Tipe B,  
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial  dan urusan 
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
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5.     dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan  Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang  serta urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 

6.     dinas  Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe 
B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang 
Pertanahan; 

7.     dinas  Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, urusan 
Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

8.     dinas  Kebudayaan dan Pariwisata  Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang 
Pariwisata; 

9.    dinas  Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

10. dinas  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan  Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang 
Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; 

11. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

12. dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan 
bidang Pangan; 

13. dinas Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Pertanian sub urusan Peternakan; 

14. dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

15. dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Kelautan dan Perikanan; 

16. dinas  Kearsipan dan Perpustakan  Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang 
Perpustakaan; dan 

17. dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan 
pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang 
persandian. 
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e. badan Daerah, terdiri dari : 

1.   badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang  Perencanaan dan 
fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 

2.   badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang  Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan; dan 

3.   Badan Keuangan Daerah Tipe A,  menyelenggarakan fungsi penunjang 
Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. kecamatan Nubatukan Tipe A; 

b. kecamatan Lebatukan Tipe A; 

c. kecamatan Omesuri Tipe A; 

d. kecamatan Buyasuri Tipe A; 

e. kecamatan Atadei Tipe A; 

f. kecamatan Nagawutung Tipe A; 

g. kecamatan Ile Ape Tipe A; 

h. kecamatan Wulandoni Tipe A; dan 

i.   kecamatan Ile Ape Timur Tipe A. 

 

Pasal 5 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB IV 

PEMBENTUKAN UPTD, UPT DAN UPTB 

Pasal 6 

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk  UPTD dan UPTB.  

(2) UPTB dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. 
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Pasal 7 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT 
di bidang pendidikan, berupa satuan pendidikan Daerah.  

(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 

 

Pasal 8 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPT 
di bidang kesehatan, berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi 
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 

(2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom 
dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta 
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 

 
 

BAB V 

STAF AHLI 

Pasal 9 

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 

 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal  10 

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 12 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017. 

 

Pasal 13 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
kesatuan  bangsa  dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi 
dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum 
diundangkan.  
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(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan 
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan 
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan 
umum diundangkan.  

 

Pasal 14 

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang 
Bencana,  yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum 
Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub 
urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

                                   Pasal 15 

Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi penunjang 
lainnya, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum 
Peraturan Daerah ini diundangkan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan 
oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
tentang Aparatur Sipil Negara. 

 

                                     Pasal 16 

Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan 
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, 
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya 
organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah baru sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

                                      Pasal 17 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD  yang sudah dibentuk tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan 
Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru. 

 

                                      BAB VIII 

                          KETENTUAN PENUTUP 

                                      Pasal 18 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 2 Tahun 2008 tentang    
Organisasi    dan    Tata   Kerja   Sekretariat   Daerah   dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 
2); 
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b. peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor  2)   sebagaimana   
telah   diubah  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 9 
Tahun 2013  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9); 

c. peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten  
Lembata  Tahun  2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah    Kabupaten   
Lembata    Nomor   2   Tahun   2014   tentang Perubahan   Kedua   Atas   
Peraturan   Daerah  Kabupaten  Lembata Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Nomor 2); 

d. peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 5 Seri D 
Nomor 4);  

e. peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 5 
Seri E Nomor 5);  

f. peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Nomor 11); dan 

g. peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Nomor 3), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

 

 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lembata. 

 
            Ditetapkan di Lewoleba 

            pada tanggal, 1 Nopember  2016 

                      PENJABAT BUPATI  LEMBATA, 

 

 

                           SINUN PETRUS MANUK 

 

 
Diundangkan di Lewoleba 
pada tanggal, 1 Nopember  2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

 

                PETRUS TODA ATAWOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2016 NOMOR 6. 

 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI 
NUSA TENGGARA TIMUR  006/2016. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

NOMOR  6  TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN LEMBATA 

 

I. UMUM 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada 
kebutuhan daerah untuk mewadahi urusan Pemerintahan Umum, Urusan 
Waj ib dan Urusan Pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.  

Pembentukan Perangkat Daerah ini, didasarkan pada Indikator 
variabel umum (20%),  yang mencakup jumlah penduduk, luas wilayah dan 
jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Indikator Variabel 
Teknis (80%) pada masing-masing bidang Urusan.     

Melalui Validasi Pemetaan Urusan yang dilaksanakan secara 
berjenjang, dimulai  saat Validasi Pemetaan Urusan di Tingkat Kabupaten 
Lembata, di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di tingkat 
Pemerintah Pusat  menghasilkan Keputusan tentang Tipe Urusan 
Perangkat Daerah.  

Selanjutnya,  dengan memperhatikan asas :  

a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;  

b. efisiensi;  

c. efektivitas;  

d. pembagian habis tugas;  

e. rentang kendali;   

f. tata kerja yang jelas; dan  

g. fleksibilitas, 

maka dilakukan kajian secara akurat. Selain itu, Pembentukan Perangkat 
Daerah juga wajib mempertimbangkan kondisi Keuangan Daerah dan 
ketersediaan Aparatur yang dimikili Daerah sesuai ketentuan Pasal 54 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,  
dengan hasil terbentuknya Perangkat Daerah yang menangani 1  ( satu) 
urusan, penggabungan urusan sesuai perumpunan urusan sebagaimana 
diatur dalam Pasal  4 0  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah dan 1 (satu) urusan yang diwadahi oleh 2 (dua) 
Perangkat Daerah yang pembentukannya sesuai ketentuan Pasal 89 dan 
Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya 
dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas intensitas urusan pemerintahan 
dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan 
Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk 
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban 
tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat 
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat 
guna dan berdaya guna. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas pembagian habis tugas” adalah 
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah 
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan 
pada lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah 
penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada 
Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian 
unit kerja bawahan. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas tata kerja yang jelas” adalah 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja 
pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, 
baik vertikal maupun horizontal. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan 
tugas   dan   fungsi   Perangkat   Daerah   dan  unit  kerja  pada  

Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas 
dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini 
ditetapkan. 

Pasal 3 

Pembentukan dan Penentuan Tipe serta Susunan Perangkat Daerah, 
didasarkan pada : 

a.  data dukung yang disajikan oleh masing-masing satuan kerja 
perangkat daerah dan selanjutnya divalidasi berdasarkan variabel 
umum dan variabel teknis pada masing-masing urusan yang 
secara berjenjang di Tingkat Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dan di tingkat pusat yang dikoordinir oleh 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang melibatkan 
Kementerian /Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab 
menangani urusan terkait,  yang dikukuhkan dengan Hasil 
Pemetaan dan Berita Acara Hasil Validasi setiap Urusan; 

b.  perumpunan Urusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

c.  ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait urusan yang 
diwadahi oleh 2 (dua) Perangkat Daerah; dan 

d.  kondisi keuangan daerah dan ketersediaan aparatur yang dimikili 
Daerah sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 6. 


